
 

 

 

 

 

WALIKOTA PONTIANAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR 12 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai 

penyajian akuntansi aset dan kewajiban, maka perlu 

melakukan Perubahan Kedua Atas  Lampiran Peraturan 

Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Pontianak;  
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 

2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara  Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana  telah  diubah  

dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin  dan  Daerah  Tingkat  II  Tabalong  dengan  Mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara  Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 2756); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3851); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4286); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 4286); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4438); 
 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara  

Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 33  Tahun 2006  tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5340); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 

 

 

 

 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara  

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4614); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5179); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5219); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5272); 
 

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  13   Tahun  2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Tahun 2011 Nomor 310); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 
 

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 

Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E 

Nomor 7); 
 

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133); 

 

 

 

 



 

25. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 

2013 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 

2015 Nomor 55); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK. 
 

Pasal I 

 
Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 
62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 
55) diubah, sehingga berbunyi : 

 
1. Ketentuan Lampiran X, Lampiran XII dan Lampiran XIII diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

      
Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal  24 Maret 2016 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 

                                ttd 

 

      SUTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 24 Maret 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 
                          ttd 
 

     MOCHAMAD AKIP 
 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 12 


